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ABSTRAK 

 

Perlu disadari bahwa pencurian merupakan salah satu kejahatan yang menyangkut 

harta benda karena menimbulkan kehilangan pada harta benda orang lain sekaligus 

memberikan keuntungan bagi pelakunya dengan melanggar hukum. Pencurian 

diatur dalam Pasal 362 KUHP yang mengatur bahwa mengambil seluruh atau 

sebagian barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 

hukum diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda 

sebesar Rp. 60.000. (enam puluh ribu rupiah). 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang diangkat dalam 

skripsi ini dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasus 

Pencurian di Pengadilan Negeri Gedong Tataan (Studi Kasus Nomor: 

18/Pid.B/2021/PN.Gdt)” untuk menentukan pertama, apa motif pelaku melakukan 

tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan 

kedua, apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian 

tersebut. Sumber data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini, dan 

metodologi normatif empiris diterapkan dengan mencari data langsung di 

Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan sebagai narasumber untuk penyusunan 

skripsi ini. 

 

Hasil penelitian dan analisis skripsi ini menunjukkan bahwa: 1) Ada dua aspek 

internal dan eksternal yang mempengaruhi motif seseorang untuk mencuri, dan 

kedua elemen ini juga mempengaruhi apakah orang tersebut benar-benar mencuri 

atau tidak. 2) menurut penilaian hakim atas putusan perkara nomor 

18/Pid.B/2021/PN.Gdt, terdakwa Samsurizal memang melakukan tindak pidana 

pencurian yang dilakukan dengan maksud untuk menguasai barang komoditas. 

Dengan suara bulat para hakim, Samsurizal dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) tahun 

2 (dua) bulan. 

 

Kata Kunci: Pencurian, Motif, Hakim  
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ANALYSIS OF JUDGMENTS IN DECIDING THE CRIMINAL CASE OF 

THE THEFT OF THE TATAAN BUILDING PN  

(CASE STUDY Number: 18/Pid.B/2021/PN.Gdt) 

ABSTRACT 

 

It is important to realize that theft is one of the crimes concerning property because 

it causes damage to other people's possessions while also providing the offender 

with benefits by breaking the law. Theft is governed by the Criminal Code's Article 

362, which stipulates that taking all or part of another person's property with the 

aim to possess it unlawfully is penalized by up to five years in jail or a fine of Rp. 

60,000. (sixty thousand rupiah). 

 

The purpose of this study is to address the questions raised in the thesis "Analysis 

of Judge Considerations in Decisions on Theft Cases at the Tataan Building District 

Court (Case Study Number: 18/Pid.B/2021/PN.Gdt)" to determine "What are the 

motives for the perpetrators to commit the crime of theft within the jurisdiction of 

the Gedong Tataan District Court and what were the judges' considerations in 

deciding the case of the crime Primary and secondary data sources were utilised in 

this study, and an empirical normative methodology was applied throughout. 

Judges from the Gedong Tataan District Court served as sources for this 

investigation. 

 

The study's findings analysis of the findings indicate that: 1) There are two internal 

and external aspects that influence a person's motive to steal, and these two 

elements also influence whether or not that person actually steals. 2) Discussion of 

the second point: According to the judge's evaluation of case 18/Pid.B/2021/PN. 

Gdt, defendant Samsurizal did in fact commit the theft offense, unanimous vote of 

the judges, Samsurizal was given a prison term of one year and two months. 

 

Keywords: Theft, Motive, Judge
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap insan manusia memiliki sebuah keharusan untuk bertahan hidup hal ini tentu 

saja salah satu sifat yang dimiliki selama menjalani kehidupan, dengan seiring 

berjalan waktu yang di tandai dengan kebutuhan manusia semakin meningkat 

seiring dengan pertumbuhan populasi dunia dan perkembangan zaman. Besarnya 

pendapatan yang dimiliki setiap orang akan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan 

dari setiap manusia, adapun bagi seseorang yang sudah melakukan pernikahan 

harus menghidupi keluarga nya dan taraf pendapatan yang dibutuhkan menjadi 

pembeda di setiap bagian nya. Melihat kenyataan di atas setiap manusia memiliki 

taraf penghasilan yang berbeda mulai dari berpenghasilan besar serta yang 

berpenghasilan kecil dari kedua hal pembeda di atas tentu seseorang yang memiliki 

penghasilan dibawah rata-rata akan mengalami kesulitan dalam memenuhi 

kebutuhan hidup, sehingga harus bekerja untuk kelangsungan hidupnya. 

Perkembangan zaman yang semakin menjadi serta perbedaaan nilai kebutuhan yang 

semakin hari semakin besar di tambah dengan adanya krisis yang kerap sekali 

terjadi hampir di setiap waktu menjadi sebuah penyebab dalam berkurang nya 

tingkat kebutuhan pekerja yang semakin hari semakin menipis membuat sebagian 

manusia tidak mendapat rezeki yang sama, terutama dalam urusan ketenagakerjaan, 

yang mengakibatkan melonjaknya pengangguran dimana-mana. Dengan tingkat 

kesejahteraan yang rendah dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang akan 



2 

 

 

mengabaikan norma atau aturan hukum yang berlaku. Melihat keadaan tersebut, 

seseorang dengan tingkat kesejahteraan hidup yang rendah akan melakukan segala 

cara untuk memenuhi kebutuhan yang ada, membuat mereka semakin banyak 

melakukan kejahatan termasuk pencurian yang semakin hari semakin meluas 

seakan tidak henti-hentinya membuat tindak kejahatan pencurian mengalami 

peningkatan dalam masyarakat,1 

Dengan adanya faktor-faktor tersebut di atas, salah satu dampak menurunnya 

tingkat pendapatan seseorang adalah kecenderungan untuk melakukan lebih banyak 

tindakan kriminal, seperti pencurian. Dalam Pasal 362 sampai 367 KUHP, 

pencurian merupakan kejahatan yang diatur. Bagian ini membahas lima jenis 

pencurian: pencurian biasa (Pasal 362), pencurian pemberatan (Pasal 363), 

pencurian kecil-kecilan (Pasal 364), pencurian yang dilakukan dengan kekerasan 

(Pasal 365), dan pencurian yang dilakukan dalam keluarga (Pasal 367).  

Dalam Pasal 362 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian, 

mengambil sesuatu diartikan sebagai unsur penyumbang. Istilah "barang" dalam 

pengertian ini mencakup hal-hal seperti uang tunai, pakaian, kalung, perhiasan, 

anjing, energi, gas, dan lain-lain. Adalah pencurian jika seseorang mengambil 

sesuatu dari orang lain tanpa persetujuannya karena barang tersebut tidak perlu 

memiliki nilai ekonomis untuk diambil.2 

Pencurian dengan syarat adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan tindak 

pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Wirjono Projodikoro 

menggambarkannya sebagai "pencurian unik" berdasarkan pendekatannya. Dapat 

diterima bahwa R. Soesilo menggunakan istilah "mencuri dengan" dalam kitabnya 

                            
1
 Arief Hidayat, Seminar konstitusi hukum, (9 September 2021) 

2 Wahyuni, 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi 

Kasus PN Watampone No.112/Pid.B/2014/PN.Wtp), Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum 

Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 18 
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(Kitab KUHP) karena memperjelas bagaimana ancaman pidana memperburuk 

pencurian.3 

Salah satu tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Heri Irawan terjadi di Desa 

Pekondoh, Kecamatan Way Lima, dan Kabupaten Pesawaran. Pencurian itu 

dilakukan pada hari dan tanggal dilakukannya, pada November 2020, sekitar pukul 

13.00 WIB. Perkara Pidana Nomor 18/Pid.B/2021/PN. gdt mengacu pada kasus 

pencurian tertentu. Mengingat peristiwa-peristiwa tersebut di atas, perilaku setiap 

individu diatur baik oleh hukum setempat yang berlaku di tempat tertentu maupun 

hukum adat. Kasus Heri Irawan yang terjadi di Desa Pekondoh, Kecamatan Way 

Lima, Kabupaten Pesawaran menjadi contoh kasus pencurian. Hari itu, Heri Irawan 

mencuri sesuatu. Mencermati keadaan-keadaan tersebut di atas, maka jelaslah 

bahwa hukum itu ada dan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat. 

Baik hukum nasional Indonesia maupun hukum lokal atau adat mengatur setiap 

aspek kegiatan individu. Artinya, pengaruh timbal balik dari semua segi kehidupan 

seseorang dan hukum saling terkait erat. 

Untuk menjaga ketertiban, hukum berfungsi untuk mengatur interaksi antara orang-

orang dan juga antara orang-orang dan pemerintah. Oleh karena itu tujuan hukum 

adalah untuk memajukan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat guna 

mewujudkan perdamaian. Namun kenyataannya, masih banyak orang yang 

berusaha untuk melanggar hukum. Hakim ikut serta dalam proses penegakan 

hukum yang digunakan tersangka dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh 

terdakwa, khususnya dalam perkara pidana. Aturan hukum itu ada dan berkembang; 

                            
3 Hermien Hediati Koeswadji, 1984, Delik Harta kekayaan, Asas-asas, Khusus dan Permasalahan 

Cetakan Pertama, Sinar Wijaya, Surabaya 
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dalam pertumbuhan negara hukum, ada sistem untuk menerapkannya. Sehingga 

atas pembahasan tersebut diatas Penulis tertarik untuk membahas topik skripsi 

dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasus Tindak Pidana 

Pencurian di Pengadilan Negeri Gedong Tataan (Studi Kasus Nomor: 

18/Pid.B/2021/PN.Gdt),”  

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permasalahan 

a. Bagaimana motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian yang 

ada di dalam lingkup pengadilan Negeri Gedong Tataan? 

b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana 

pencurian studi kasus (Nomor: 18Pid.B/2021/PN,.Gdt)? 

2. Ruang Lingkup 

Penulisan skripsi ini meliputi ruang lingkup substansi, obyek, waktu dan tempat 

penelitian. Cakupan substansi berkaitan dengan hukum materil dan formil, 

sedangkan objek penelitian mengenai “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam 

Pemutusan Kasus Pidana Pencurian PN Gedong Tataan (STUDI KASUS 

Nomor:18/Pid.B/2021/PN.Gdt)” 
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C. Tujuan dan kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian 

(Nomor:18/Pid.B/2021/PN,.Gdt 

b. Untuk mengetahui dasar petimbangan Hakim PN Gedong Tataan Terkhusus 

Hakim yang menangani kasus Nomor 18/Pid.B/2021/PN.Gdt dalam 

penjatuhan putusan terhadap kasus  Nomor 18/Pid.B/2021/PN.Gdt 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teori 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya dalam 

bidang hukum pidana yang kaitannya dengan tindak pencurian  

b.  Kegunaan Praktis 

Kegunaan penulisan ini adalah untuk memberi manfaat seperti keterampilan 

menulis skripsi dan menambah wawasan pembaca yang ingin mengetahui 

tentang bagaimana Hakim dalam memutus perkara pencurian terkhusus dalam 

kasus Nomor 18/Pid.B/2021/PN.Gdt. 
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D. Kerangka Teori Dan Konseptual 

1. Kerangka Teori 

Konsep yang terbentuk secara teoritis merupakan abstraksi dari temuan pemikiran 

atau kerangka acuan yang pada hakekatnya berusaha mencapai kesimpulan tentang 

unsur-unsur sosial yang dianggap penting bagi penelitian. Setiap proyek penelitian 

perlu didukung oleh analisis teoritis.4   

Untuk mengevaluasi dan mengklarifikasi definisi hukum dan konsep-konsep 

yuridis yang bersangkutan serta memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang 

timbul dalam kajian hukum, dapat diterapkan teori hukum.5 Berikut teori yang 

penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini: 

a. Teori Penegakan Hukum  

Istilah "penegakan hukum" juga dapat digunakan untuk merujuk pada 

proses di mana aparat penegak hukum dan siapa pun yang berkepentingan 

dalam menegakkan supremasi hukum melaksanakan tanggung jawab 

masing-masing sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang relevan. 

Penegakan hukum pidana adalah suatu prosedur menyeluruh yang dimulai 

dengan penyidikan, dilanjutkan dengan penangkapan, penahanan, dan 

pengadilan terhadap seorang tersangka, dan diakhiri dengan pemidanaan 

terhadap terpidana. Pengembangan, pemeliharaan, dan perdamaian sosial 

                            
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Bandung: UI Press Alumni, 1986), hlm. 123. 

5 Salim H.S, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 54. 
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itu semua dibantu oleh sikap yang merupakan rangkaian tahap akhir 

penerjemahan nilai. 6 

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan 

penyeimbangan hubungan antara nilai-nilai yang dinyatakan dalam prinsip 

dan sikap yang jelas sebagai rangkaian tahap akhir penjabaran nilai guna 

membangun, menegakkan, dan melestarikan kerukunan masyarakat 7 

Pelaksanaan hukum pidana yang sebenarnya dilakukan oleh aparat penegak 

hukum dikenal dengan penegakan hukum pidana. Dengan kata lain, 

menegakkan hukum pidana melibatkan penerapannya. Penegakan huku 

adalah sebuah sistem yang mencakup standar keseimbangan dan nilai-nilai 

dengan perilaku manusia yang sebenarnya. Undang-undang ini kemudian 

berfungsi sebagai standar atau panduan untuk aktivitas atau perilaku yang 

dianggap dapat diterima. Perbuatan tersebut berusaha untuk membangun, 

menjunjung tinggi, dan memajukan perdamaian melalui perilaku atau sikap. 

Efektivitas legislasi adalah kemampuannya untuk mewujudkan atau 

menghasilkan kondisi atau peristiwa yang diinginkan atau diantisipasi8 . 

Menurut pengertian keefektifan, ada lima aspek yang mempengaruhi 

keefektifan hukum:9 

1) Faktor hukum sendiri 

2) Faktor penegak hukum  

3) Faktor sarana 

                            
6 Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 

Hal 58 

7 Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI 

Pres, Jakarta, Hal 35 

8 W Yudho dan H Tjandrasari, 1987, Efektifitas Hukum dalam Masyarakat (Jakarta Majalah 

Hukum dan Pembangunan, UI Press), hlm, 59 

9
 Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta PT 

Raja Grafindo Persada) hlm 8 
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4) Faktor masyarakat 

5) Faktor budaya  

b. Teori Pemidanaan 

Selain berorientasi pada balas dendam, pemidanaan juga harus berorientasi 

pada kebutuhan individu (penjahat) dan kebutuhan masyarakat. Beberapa 

konsep pemidanaan juga telah digunakan dalam penciptaan hukum pidana, 

antara lain sebagai berikut: 

1) Teori absolut (teori retributif) 

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas 

kesalahan yang telah dilakukan. Jadi berorientasi pada perbuatan dan 

terletak pada kejahatan itu sendiri. Menurut teori ini menginginkan 

pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu 

telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya 

(vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan.10 Setiap kejahatan wajib 

diikuti dengan pidana yang berlaku. Menurut Hegel bahwa pidana 

merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan11 

2) Teori relatif (deterence) 

Teori ini memandang bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, 

tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi 

masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam teori ini, tujuan pemidanaan 

sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada 

                            
10 Leden Marpaung, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,2009, hal. 105 

11 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hal.1 
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masyarakat. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu 

tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.12 

3) Teori Gabungan (integratif) 

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib 

pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi 

dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah 

gabungan teori absolut dan teori relative. Gabungan kedua teori itu 

mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan 

tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat 

4) Teori Treatment  

Premis yang mendasari aliran ini adalah bahwa orang tidak memiliki pilihan 

bebas dan diatur oleh standar moral serta norma sosial di sekitar mereka. 

Akibatnya, hukuman yang dijatuhkan harus instruktif, dalam hal ini pelaku 

membutuhkan hukuman yang berfokus pada pengobatan. 13  Untuk 

membantu pelaku kejahatan berubah menjadi lebih baik, pengobatan ini 

berupa rehabilitasi. 

5) Teori Perlindungan Sosial (social defence) 

Teori ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan 

tokoh yang terkenal dengan Flippo Gramatica, dilanjutkan dengan gagasan 

ini tujuan utama teori ini adalah untuk memasukkan orang ke dalam tatanan 

sosial daripada menghukum perilaku buruk. 

                            
12 Leden Marpaung, Op.Cit., hal 106 

13  Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah,Politik Hukum Pidana (Kajian kebijakan 

Kriminalisasi dan Dekriminalisasi), Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005,hlml. 96-97. 
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6) Teori Restorative Justice 

Strategi keadilan restoratif berfokus pada prasyarat untuk mencapai 

keadilan dan keseimbangan bagi pelaku, ada restitusi atau imbalan bagi 

korban inilah salah satu tujuan hukum, yaitu keadilan terlepas dari kepastian 

dan keuntungan hukum. Teori keadilan restoratif merupakan salah satu teori 

hukum yang digunakan untuk mengisi celah dan titik lemah dalam 

mengadili perkara-perkara tipikal, yang menggunakan strategi represif 

sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana. Karena terfokus pada balas 

dendam melalui hukuman dan penahanan pelaku, pendekatan represif untuk 

menangani situasi kriminal tidak memadai. Bahkan setelah pelaku 

menyelesaikan masa hukumannya, korban tidak mengalami trauma. 

 

2. Konseptual  

Konseptual adalah kerangka yang menjelaskan hubungan antara banyak ide yang 

merupakan kumpulan interpretasi dari istilah-istilah yang diteliti atau diinginkan.14 

Prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pedoman akan dijelaskan lebih rinci pada 

bagian-bagian berikut untuk membantu memahami pokok-pokok skripsi ini. 

a. Analisis adalah pembagian dan studi tentang bagian-bagian penyusun subjek 

dan interaksi antara bagian-bagian ini Untuk memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang benar tentang makna secara keseluruhan.15 

                            
14 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 22. 

15 Aris Kurniawan, 13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, 

Tersedia:http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/, 

Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2022. 
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b. KUHP (Strafbaarfeit) istilah yang digunakan untuk menjelaskan konsep 

kejahatan (KUHP). Ketika pembuat undang-undang merancang undang-

undang, mereka menggunakan istilah "kejadian kriminal", "kriminal", atau 

"tindakan kriminal", tetapi istilah "pelanggaran" digunakan secara luas dalam 

literatur hukum pidana".16 

E. Sistematika Penulisan  

Penulisan secara sistematis terdiri dari sejumlah komponen yang bersatu untuk 

menciptakan gaya melingkar dengan tujuan menyajikan pandangan yang 

komprehensif dari temuan penelitian dalam skripsi ini. Menurut penulis, cara 

penulisannya adalah sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Latar belakang, masalah, ruang lingkup, tujuan, dan aplikasi penelitian semua 

dibahas dalam bab ini bersama dengan kerangka teori dan konseptual serta 

pedoman penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

Informasi pendukung, pemahaman, dan klarifikasi dari masalah yang sedang diteliti 

disediakan dalam bab ini. 

 

 

                            
16 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban 

Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), 

( Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 18. 
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III. METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini dijelaskan tentang metode, beserta proses-proses yang ditempuh 

dalam strategi pemecahan masalah, sumber dan jenis data, penentuan sumber, 

metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Temuan studi disajikan dalam bab ini bersama dengan ringkasan tentang bagaimana 

seorang penyidik polisi menggunakan ilmu pidana untuk menyelidiki korban 

kejahatan terhadap hajat kehidupan manusia. 

V. PENUTUP  

Bab ini merupakan penutup, menarik kesimpulan dari informasi yang dikumpulkan 

dan menawarkan sejumlah saran yang dapat diajukan dan digunakan oleh mereka 

yang membutuhkannya.



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI  

 

A. Tinjauan Umum  

1. Tinjauan umum tindak pidana  

a. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana berasal dari suatu istilah yang berasal dari Bahasa Belanda Belanda 

yang disebut "strafbaarfeit", yang terdiri dari huruf "straf", "baar", dan "feit". "Feit" 

didefinisikan sebagai kegiatan, peristiwa, pelanggaran, dan tindakan.17 sedangkan 

"straf" dapat dianggap ilegal dan sah. "Baar" dicirikan sebagai cepat dan dapat 

diterima. Istilah “strafbaarfeit” digunakan oleh pembuat undang-undang untuk 

menggambarkan apa yang disebut sebagai “perbuatan pidana”, tetapi Undang-

Undang Hukum Pidana tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan istilah 

tersebut. Dimungkinkan untuk menafsirkan fakta bahwa itu dapat dihukum. 18 

Menurut Ted Honderich, pidana mengacu pada hukuman yang dijatuhkan oleh 

hukum kepada pelaku kejahatan.19 

Mengenai terjemahan “strafbaarfeit” atau “delict”, frasa ini dapat disamakan 

dengan delict, yang berasal dari bahasa latin delictum, dan dalam bahasa Indonesia 

digunakan untuk menyebut kegiatan pidana, pelanggaran pidana, peristiwa pidana, 

                            
17 Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta, hlm. 69 

18 Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96 

19 https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pidana/, 19 September 2020 
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dan perbuatan yang dapat dipidana. dihukum atau yang diperbolehkan untuk 

dihukum.20 

Menurut para profesional, kejahatan meliputi: Pompe mengklaim bahwa salah satu 

ahli kriminal menjelaskan apa itu "strafbaarfeit". Menurut teori adalah 

“pelanggaran norma (disorder of law) yang dilakukan oleh pelaku, baik sengaja 

maupun tidak sengaja, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku dianggap perlu 

agar tercipta dan terpeliharanya tertib hukum dan kepentingan umum”21, Dalam 

hukum pidana Indonesia, biasanya dikodifikasikan di bawah hukum pidana 

Indonesia, seperti di negara lain dengan hukum perdata. Namun KUHP dan 

peraturan perundang-undangan lainnya tidak memuat ketentuan yang lebih 

mendalam tentang bagaimana mendefinisikan kejahatan.22 

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Setiap tindak pidana pasti memiliki komponen-komponen tertentu yang ada dalam 

tindak pidana tersebut. Jika seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi 

kriteria kejahatan, mereka dapat dihukum. Prinsip dasar hukum pidana menyatakan 

bahwa “seseorang tidak bersalah karena suatu perbuatan kecuali pikirannya 

bersalah” (actus non facit reum nisi mens sit rea). Ada dua jenis kesalahan yang 

disebabkan oleh kelalaian, atau schuld, dan yang disebabkan oleh kesengajaan, atau 

"dolus". 

Para ahli umumnya sepakat bahwa “kesengajaan” terbagi menjadi tiga bentuk, 

antara lain: 

                            
20 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 

2014), hal. 59 

21 9 P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

hlm. 182. 

22 Chairul Huda, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban 

Pidana Tanpa Kesalahan, ,( Jakarta: PT. Kencana, 2006), hal. 31 
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1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); 

2. Kesediaan penuh keyakinan (opzet als Zekerheidsbewustzijn), dan 

3. Kesediaan dengan kesadaran akan kemungkinan (dolus evantualis). 

Kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. 

Kealpaan (culpa) terbagi menjadi dua bentuk, diantaranya 

1. Tidak berhati-hati 

2. Dapat menduga akibat itu. Menurut doktrin, unsur-unsur kejahatan terdiri 

dari dua, yaitu: 

- Unsur Subjektif 

Unsur Subyektif mengacu pada komponen yang memiliki hubungan pribadi 

atau dekat dengan aktor. Dari segi komponen subyektif Hubungan antara 

kejahatan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibatnya, menurut P.A.F. 

Lamintang, mendefinisikan sebagai berikut23 

a. Sifat melanggar hukum; 

b. Kualitas pelaku; 

c. Kualitas adalah hubungan antara kejahatan sebagai sebab dan kenyataan 

sebagai akibat. 

Unsur-unsur suatu tindak pidana menurut ahli hukum Moeljatno adalah24  

a. Perilaku dan akibat (tindakan); 

b. keadaan yang melingkupi perbuatan itu 

                            
23 P.A.F Lamintang, 2003, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Cetakan 

ke-5, Bandung, hlm. 182. 

24 Teguh Prasetya. 2013, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5. 
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c. keadaan tambahan yang memperberat pidana, 

d. Unsur melawan hukum yang objektif; 

e. Unsur yang melawan hukum yang subjektif. 

- Unsur Objektif 

Unsur-unsur objektif suatu kejahatan meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Sifat melanggar hukum; 

b. Kualitas pelaku; 

c. Kualitas keterkaitan antara kejahatan sebagai sebab dan realitas sebagai 

akibat merupakan karakteristik objektifnya. 

c. Jenis Tindak Pidana 

Tindak pidana di bedakan berdasarkan beberapa hal tertentu25 

a. Sistem KUHP dibagi menjadi pelanggaran dalam Buku III dan kejahatan dalam 

Buku II. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran berasal dari fakta bahwa 

suatu jenis pelanggaran kurang serius daripada ancaman pidana, dalam 

pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara berupa kurungan 

dan denda, sedangkan ancaman pidana penjara didominasi oleh pidana. 

b. Menurut cara perumusannya dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak 

pidana materiil.  

a) Tindak pidana formil adalah delik yang tertulis sehingga melakukan 

perbuatan tertentu merupakan unsur utama larangan yang diberlakukan. 

                            
25 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 28-34. 
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Dalam perumusannya menitikberatkan pada perilaku yang melanggar 

hukum dan dikenakan sanksi hukum;  

b) Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang menimbulkan akibat 

melawan hukum. Perumusannya berkonsentrasi pada dampak negatif yang 

dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan. 

c. Menurut jenis kesalahan yaitu membedakan antara tindak pidana yang dilakukan 

sengaja dan yang tidak disengaja  

a) Kejahatan yang dilakukan dengan sengaja adalah kejahatan yang 

dimaksudkan untuk dilakukan. 

b) Kejahatan yang tidak disengaja adalah kejahatan yang tidak memiliki 

komponen niat. Terlepas dari formulasinya, ada aspek yang disengaja. 

d. Tindak pidana diklasifikasikan sebagai aktif atau positif, tergantung pada jenis 

kegiatannya. Kejahatan penghilangan dan kejahatan pasif/negatif adalah nama 

lain untuk jenis kejahatan ini. Yang dimaksud dengan “kejahatan aktif” adalah 

kejahatan yang pelakunya harus menggerakkan anggota tubuhnya untuk 

melakukan kejahatan tersebut. 

e. Berdasarkan waktu kejadianya, dapat dibedakan jadi 2 (dua) golongan: 

a) Tindak pidana umum, yaitu semua tindak pidana yang dikodifikasikan dalam 

KUHP. KUHP sebagai akibat hukum pidana substantif Buku II dan III. Dan 

b) Tindak pidana khusus, yaitu semua tindak pidana yang tidak termasuk dalam 

kodifikasi KUHP. 

f. Jika dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan: 

a) kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja; dan 
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b) kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki sifat 

tertentu (kejahatan propria). 

g. Dimungkinkan untuk membedakan antara kejahatan biasa dan kejahatan 

pengaduan tergantung pada apakah pengaduan diperlukan atau tidak untuk 

penuntutan. 

a) Kejahatan umum adalah kejahatan yang penuntutan pelakunya tidak 

memerlukan pengaduan dari pihak hak yang berhak; 

b) Tindak pidana aduan adalah kejahatan yang dapat dipidana jika pengaduan 

diajukan terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang untuk itu, seperti 

korban atau wakilnya dalam gugatan perdata. 

h. Berdasarkan beratnya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara: 

a) Tindak pidana bentuk pokok; 

b) Tindak pidana yang diperberat; 

c) Tindak pidana yang diperingan. 

i. Jenis tindak pidana yang dapat dilakukan tidak dibatasi oleh kepentingan yang 

dilindungi undang-undang; sebaliknya, mereka bergantung pada kepentingan 

hukum yang secara hukum dilindungi oleh undang-undang dan peraturan. 

j. Suatu perbuatan diklasifikasikan menjadi dua kategori menurut berapa kali 

perbuatan itu dilarang 

a) Tindak pidana tunggal; 

b) Tindak pidana berangkai 
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2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian 

a. Pengertian pencurian 

Buku II KUHP memualt alturaln tentalng pencurialn sebalgali delik umum (KUHP). 

Balnyalk oralng menderital kalrenal pencurialn, terutalmal yalng palling dekalt dengaln 

korbaln. Pencurialn aldallalh kejalhaltaln terhaldalp kepentingaln diri sendiri, kejalhaltaln 

terhaldalp halrtal milik sendiri, daln kejalhaltaln terhaldalp halrtal milik sendiri. Ini juga l 

sering disebut sebalgali kejalhaltaln terhaldalp properti daln pemprosesaln sendiri. Kalta 

dasarl balhalsal Indonesial untuk "mencuri" aldallalh "curi", ya lng jugal merupalkaln 

sumber dalri istilalh "pe" daln "mencuri". Selalin itu, kebalnyalkaln pencurialn dilalkukaln 

secalral dialm-dialm. Menurut undalng-undalng, "mencuri" didefinisikaln sebalgali 

mengalmbil milik oralng lalin talnpal izin oralng tersebut altalu dengaln calral ilegall, atau 

sering secalral dialm-dialm. 26  "Pencurialn" mengalcu paldal tindalkaln melalkukaln 

pencurialn.27 

Pencurialn dilalralng menurut Palsall 362, yalng berbunyi: “Balralngsialpal memperoleh 

balralng-balralng yalng seluruhnya l altalu sebalgialn milik oralng lalin dengaln malksud 

untuk memperolehnya l secalral melalwaln hukum, dialncalm dengaln pidalnal penjalra l 

palling lalmal limal talhun altalu dendal palling balnyalk sembilaln raltus ribu rupialh. " 

Hukum positif mendefinisikaln pencurialn sebalgali tindalkaln mengalmbil sesualtu 

milik oralng lalin balik seluruhnyal altalu sebalgialn dengaln tujualn untuk 

mendalpaltkalnnya l secalral tidalk salh...28 

 

                            
26 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 85 

27 Ridwan Hasibuan, “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”, USU 

Press,Medan,1994.Hal.8 

28
 R Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1980), hlm. 

376. 
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b. Dasar Hukum Dan Unsur-Unsur  

Hukum tertulis aldallalh alkalr dalri pidalnal pencurialn, daln KUHP memualt sebalgialn 

besalr ketentualn hukum pidalnal positif (KUHP). Sallinaln (turunaln) dalri Wetboek valn 

Stralfrecht dalri Belalndal, ya lng diselesalikaln paldal talhun 1881 daln mulali berlalku paldal 

talhun 1886, diterbitkaln paldal bulaln Jalnualri 191829  

Menurut Palsall 362 KUHP, unsur-unsur pencurialn aldallalh sebalgali berikut:30; 

Unsur Obyektif, yalng meliputi; 

a) Mengalmbil halrtal; Seiring perkembalngaln malsyalralkalt alspek pengalmbilaln ini 

telalh diberi balnyalk alrti berbedal. Sementalral mencuri melibaltkaln pengalngkutaln 

balralng dalri saltu tempalt ke tempalt lalin, pengalmbilaln halrus dilalkukaln dengaln 

saldalr daln dengaln tujualn untuk memiliki; secalral tidalk sengaljal mengalmbil milik 

oralng lalin bukalnlalh pencurialn. Definisi balralng telalh berkembalng dalri walktu 

ke walktu; semulal dipalhalmi sebalgali balralng berwujud daln bergeralk (movalble 

goods), kini balralng dipalhalmi mencalkup setialp balgialn dalri halrtal bendal 

seseoralng, daln balralng yalng tidalk memiliki pemilik tidalk dalpalt menjaldi subjek 

pencurialn.31 

b) Alpal yalmg dialmbil halrus sesualtu balralng; 

c) Balralng tersebut halrus dimiliki oleh oralng lalin seluruhnya l altalu sebalgialn; istilalh 

"balralng" jugal mengallalmi perkembalngaln. khususnya l balralng dallalm kealdalaln res 

nullus (balralng yalng pemiliknyal telalh melepalskaln halknya l) daln res derelictale32 

                            
29 Sudarto, Hukum Pidana, Jilid 1, (Semarang: Yayasan Sudarto, Cet. Ke 2, 1990), hlm 15. 

30
 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, (Malang: Bayu Media, 2003), hlm 5 

31 R. Susilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya, (Bogor: 

Politea, 1991), hlm. 216 

32 H.A.K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KHHP Buku II), (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 1989), hlm. 19 
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d) Pengalmbilaln kemballi halrus dilalkukaln dengaln tujualn algalr bendal tersebut 

melalwaln hukum (melalwaln halk). uralialn tentalng unsur-unsur tindalk pidalna l 

pencurialn. 

Unsur Subyektif, ya lng meliputi:33 

a) Mengalmbil balralng  

Mengalmbil dallalm alrti yalng tidalk terbaltals daln alrti sempit memiliki alrti dengaln 

mengeralkaln talnggaln bersalmalaln dengaln jalri-jalri gunal memegalng- mengalmbil 

balralng milik oralng lalin dengaln mengallihkaln ke tempalt lalin. Aldalpun perbualtaln 

ini dallalm alrtialn mengalmbil memiliki alrti dengaln hilalngmnyal balralng di lualr 

pengalwalsnal pemiliknya l. 34 

b) Sesualtu ya lng dialmbil halrus sesualtu balralng; 

Sifalt dalri paldal tindalk pidalnal pencurialn ya lng dalpalt merugikaln balgi palral korbaln, 

oleh kalrenalnyal sifalt dalri balralng yalng halrus di almbil memiliki sifalt yalng 

berhalrgal. Halrgal dalri paldal balralng tersebut tidalk boleh di kaltegorikaln bersigfalt 

ekonomis, alrti dalri kaltal di altals iallalh balralng ya lng di curi halru dalpalt di nikmalti 

oleh pencuri altalu oralng yalng membutuhkaln. 

c) Balralng itu halrus dikualsali seluruhnya l altalu sebalgialn oleh oralng lalin. 

Balralng yalng dicuri tidalk halrus menjaldi milik oralng lalin altalu milik mereka l 

secalral keseluruhaln, tetalpi halnyal sebalgialn dalri komoditals ya lng dalpalt menjaldi 

subjek pencurialn. 

                            
33 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, (Jakarta: PT.Raja GrafikaPersada, 2002), 

hlm. 91 

34 H.A.K. Moch. Anwar, 1977, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Alumni, Bandung, 

hlm. 17. 
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d) Pengemballialn halrus dilalkukaln dengaln tujualn untuk mengualsali balralng secalra l 

melalwaln hukum (melalwaln halk). 

Keinginaln pelalku untuk memiliki balralng secalral melalwaln hukum halrus menjaldi 

dalsalr dalri setialp tindalkaln ya lng mungkin terjaldi. Perbualtaln melalwaln hukum 

alntalral lalin mengalmbil altalu mencuri balralng milik oralng lalin, balik dengaln altalu 

talnpal sepengetalhualn oralng tersebut. 

c. Jenis-jenis tindak pidana pencurian 

Pencurialn merupalkaln tindalk pidalnal ya lng dialtur dallalm Palsall 362 salmpali dengaln 

367 Kitalb Undalng-Undalng Hukum Pidalnal (KUHP), yalng dirinci menjaldi beberalpal 

balgialn sebalgali berikut: 

a) Tindalk pidalnal pencurialn bialsal 

Menurut sejumlalh alhli hukum pidalnal, “pencurialn bialsal” jugal dalpalt dikaltalkaln 

sebalgali “pencurialn primer”. Menurut Palsall 362 KUHP, pencurialn bialsal 

dilalralng. Aldal syalralt-syalralt yalng tercalntum dallalm Palsall 362 KUHP yalng halrus 

dipenuhi untuk menentukaln sualtu pencurialn termalsuk pencurialn bialsal. 

b) Tindalk pidalnal pencurialn dengaln pemberaltaln 

Tindalk pidalnal dalpalt didefinisikaln sebalgali pencurialn yalng memenuhi sya lralt, 

ya lng beralrti balhwal pencurialn bialsal aldal dallalm bentuk dalsalrnyal untuk 

memenuhi persyalraltaln pencurialn dallalm Palsall 362 KUHP, ditalmbalh 

persyalraltaln talmbalhaln yalng disertali dengaln calral daln kealdalaln tertentu untuk 

membualt alncalmaln kriminall lebih serius. Pencurialn ini meliputi: 

1) Pencurialn ternalk; 

2) Pencurialn yalng dilalkukaln di tengalh kebalkalraln, letusaln gunung beralpi, 

balnjir, gempal lalut, gempal bumi, kalpall kalralm, huru-halral, kecelalkalaln keretal 

alpi, alncalmaln peralng, altalu huru-halral; 
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3) Pencurialn yalng dilalkukaln paldal mallalm halri di dallalm rumalh altalu 

pekalralngaln yalng terkunci dimalnal aldal rumalh ya lng aldal oleh oralng yalng 

haldir tetalpi tidalk diketalhui altalu tidalk diinginkaln oleh ya lng berhalk; 

4) Pencurialn yalng dilalkukaln oleh dual oralng altalu lebih melallui persekutualn; 

5) Pencurialn dilalkukaln dengaln calral merusalk, memotong, memalkali kunci 

pallsu, memalnjalt, membualt pesalnaln pallsu, daln memalkali palkalialn usalhal 

pallsu. 

c) Tindalk pidalnal pencurialn ringaln 

Dengaln haldirnyal falktor-falktor lalin yalng meringalnkaln daln balhalyal hukumaln 

ya lng berkuralng, ini aldallalh pencurialn dengaln unsur utalmal. Palsall 364 KUHP 

melalralng pencurialn semalcalm ini. 

d) Tindalk pidalnal pencurialn dengaln kekeralsaln 

Palsall 365 KUHP melalralng pencurialn semalcalm ini. Pencurialn disebut jugal 

pencurialn dengaln kuallifikalsi, pencurialn dengaln kealdalaln ya lng memberaltkaln, 

altalu pencurialn dengaln kuallifikalsi ya lng berbedal. Oleh kalrenal itu, Palsall 365 

KUHP secalral eksklusif mengaltur kejalhaltaln ya lng melibaltkaln pencurialn daln 

tindalkaln kekeralsaln terhaldalp oralng lalin yalng digalbungkaln menjaldi saltu delik. 

e) Tindalk pidalnal pencurialn dallalm kelualrgal 

Pencurialn alntalr kelualrgal, sallalh saltu jenis kejalhaltaln ini, dialtur dallalm Palsall 367 

KUHP. Hall ini menunjukkaln balhwal pelalku daln korbaln malsih berhubungaln. 

Misallnyal, jikal seoralng istri altalu sualmi menjalnjikaln sesualtu altalu membalntu 

oralng lalin dallalm meralmpok milik sualmi altalu istri tersebut, 

f)   Pencurialn dengaln pemberaltaln 

Pencurialn ini dalpalt disebut “pencurialn khusus”, ya litu pencurialn yalng dilalkukaln 

dengaln calral ya lng lebih beralt daln dialncalm dengaln hukumaln ya lng lebih beralt, seperti 

penjalral lebih dalri limal talhun altalu dendal ya lng lebih besalr dalri alncalmaln Palsall 362. 
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KUHP untuk pencurialn bialsal. Hall ini dialtur dallalm Palsall 363 KUHP dengaln 

alncalmaln hukumaln penjalral malksimall tujuh talhun..35 

d. Unsur-Unsur pencurian dengan pemberatan  

Halrus ditentukaln terlebih dalhulu balhwal jenis pencurialn primer sebalgalimalnal 

dimalksud dallalm Palsall 362 KUHP telalh terjaldi sebelum dalpalt ditentukaln alpalkalh 

telalh terjaldi pencurialn berbobot sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 363. Mengenali 

teknik, allalt, altalu balralng yalng tercalntum dallalm Palsall 363 KUHP ya lng memperpalralh 

pencurialn, ya litu: 

a. Pencurialn ternalk. Semual hewaln berkuku saltu, ruminalnsial, daln balbi dialnggalp 

sebalgali hewaln ternalk, menurut Palsall 101 KUHP, yalng jugal mendefinisikaln 

istilalh tersebut. malkhluk dengaln saltu kuku, seperti kudal, keledali, daln lalin 

sebalgalinyal

36 Hewaln memalmalh bialk salngalt dihalrgali di Indonesial daln negalral 

lalin, termalsuk kalmbing, kerbalu, daln salpi. Beberalpal oralng mengukur kekalya laln 

merekal menggunalkaln ternalk merekal. Merekal semalkin kalyal daln malkmur 

semalkin balnyalk ternalk yalng merekal miliki. 

b. Pencurialn ya lng disebalbkaln oleh kebalkalraln, letusaln gunung beralpi, balnjir, 

gempal bumi, altalu gempal lalut; balngkali kalpall; kecelalkalaln keretal alpi; kerusuhaln; 

pemberontalkaln; altalu prospek peralng. Sualtu bencalnal telalh mempengalruhi altalu 

sedalng mempengalruhi bendal itu. Dengaln kaltal lalin, peralmpokaln daln tralgedi 

halrus terjaldi bersalmalaln. Bentuk pencurialn ini digolongkaln sebalgali “pencurialn 

ya lng diperpalralh” kalrenal dalpalt menimbulkaln keresalhaln sosiall daln memudalhkaln 

seseoralng untuk melalkukaln pencurialn, yalng membutuhkaln balntualn balgi korbaln 

dallalm situalsi tersebut. 

                            
35 Wiryono Projodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama, 

Bandung, hlm. 19 

36 Wiryono Projodikoro, Op.Cit., hlm. 21. 
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c. Bentuk pencurialn ini diklalsifikalsikaln sebalgali "pencurialn yalng diperpalralh" 

kalrenal berpotensi menggalnggu stalbilitals malsyalralkalt daln memudalhkaln 

seseoralng untuk mencuri; dallalm skenalrio seperti itu, korbaln halrus menerimal 

dukungaln. Hall-hall berikut termalsuk dallalm ketentualn palsall ini, ya lkni: 

1) Unsur mallalm 

Palsall 98 KUHP, yalng memualt pengertialn “mallalm” ya lng didefinisikaln 

dallalm konteks ini, menya ltalkaln balhwal itu aldallalh walktu alntalral maltalhalri 

terbenalm daln faljalr. 

2) Unsur rumalh talmggal 

Setialp tempalt yalng digunalkaln sebalgali tempalt tinggall seseoralng dialnggalp 

sebalgali rumalh, ya litu balngunaln ya lng kokoh. 

3) Unsur pekalralngaln tertutup  

Untuk dalpalt didalkwal dengaln pencurialn menurut palsall ini, kejalhaltaln halrus 

dilalkukaln di pekalralngaln ya lng dikelilingi oleh rumalh tinggall. Alreal properti 

ya lng ditalndali dalri alreal sekitalrnya l disebut sebalgali "hallalmaln tertutup". 

4) Komponen pekalralngaln rumalh tertutup 

Untuk dalpalt didalkwal dengaln pencurialn menurut palsall ini, kejalhaltaln halrus 

dilalkukaln di pekalralngaln yalng dikelilingi oleh rumalh tinggall. Pekalralngaln 

tertutup aldallalh sebidalng talnalh yalng diberi talndal untuk mengidentifikalsinya l 

dalri daleralh sekitalrnyal. 

5) Unsur beraldal di salnal tidalk diketalhui altalu bertentalngaln dengaln kehendalk 

oralng ya lng berhalk altals alpal yalng dimalksud dengaln beraldal di salnal altalu tidalk 

mengetalhui, yalng menunjukkaln balhwal ial beraldal di dallalm rumalh altalu 

pekalralngaln ya lng tertutup talnpal sepengetalhualn yalng bersalngkutaln. oralng 

ya lng berhalk altals halrtal itu. 

d. Pencurialn dilalkukaln oleh dual pihalk altalu lebih ya lng bekerjal salmal. 
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Palsall ini menyaltalkaln balhwal dual oralng altalu lebih halrus bekerjal salmal untuk 

melalkukaln pencurialn algalr dalpalt dituntut secalral hukum. Pencurialn bersalma l 

halrus dilalkukaln sehubungaln dengaln mengalmbil balgialn dallalm kegialtaln 

kriminall daln bukaln sebalgali salralnal untuk membalntu kegialtaln kriminall. 

e. Pencurialn dilalkukaln dengaln calral merusalk, memotong, memalnjalt, 

menggunalkaln kunci pallsu, pesalnaln pallsu, daln memalkali palkalialn jalbaltaln pallsu. 

3. Tinjauan Tentang Handphone 

Memiliki pengetalhualn tentalng peralngkalt seluler Pertalmal-talmal kital perlu 

mendefinisikaln istilalh "allalt" daln "komunikalsi" untuk mencegalh interpretalsi ya lng 

sallalh dalri galdget komunikalsi seluler ini. "Allalt" aldallalh segallal sesualtu yalng 

digunalkaln untuk melalkukaln tugals; itu jugal dalpalt disebut sebalgali peralbot altalu allalt 

tergalntung paldal penggunalalnnyal. Definisi ini dialmbil dalri Kalmus Besalr Balhalsal 

Indonesial.37 

Cherry dallalm Stualrt mengklalim balhwal istilalh Laltin halndphone aldallalh alsall kaltal 

"komunikalsi". “Komunikalsi aldallalh sualtu proses tralnsalksi yalng menuntut malnusial 

untuk mengaltur lingkungalnnya l dengaln calral: (1) membalngun hubungaln alntalr 

sesalmal malnusial; (2) bertukalr informalsi; (3) memperkualt sikalp daln perilalku oralng 

lalin; daln (4) berusalhal mengubalh lingkungaln tersebut. sikalp daln perilalku””38  

menurut balhalsal La ltin communis, halndphone ya lng beralrti “membualt alta lu 

membalngun kebersalmalaln alntalral dual oralng altalu lebih”. Secalral kalsalr kital telalh 

                            
37 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai    

Pustaka,2007), Edisi ke-III, Cet -IV, hlm. 27 

38 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007) Cet.VI, 

hlm. 19 
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dalpalt memalhalmi galgalsaln balhwal komunikalsi aldallalh sualtu bentuk interalksi malnusial 

di malnal oralng salling mempengalruhi, balik secalral saldalr malupun tidalk saldalr. 

Definisi-definisi ya lng tercalntum di altals tentunya l tidalk mencalkup semual definisi 

komunikalsi yalng telalh dibualt oleh balnya lk alhli. tidalk halnya l melallui salralna l 

komunikalsi lisaln, tetalpi jugal melallui penggunalaln teknologi, seni, lukisaln, daln 

medial visuall lalinnyal. Ponsel, jugal dikenall sebalgali telepon seluler (HP) altalu telepon 

seluler (ponsel), aldallalh peralngkalt telekomunikalsi elektronik yalng dalpalt digunalkaln 

untuk melalkukaln daln menerimal palnggilaln seperti telepon salluraln tetalp traldisionall 

tetalpi bersifalt portalbel daln nirkalbel sehinggal tidalk memerlukaln kalbel untuk 

dicolokkaln ke jalringaln telepon. Alspek teknologi telepon yalng berkembalng secalra l 

sporaldis aldallalh telepon seluler. Pengalngkutaln informalsi dalri saltu pihalk ke pihalk 

lalin menjaldi lebih efektif daln efisien dengaln kemalmpualn peralngkalt seluler untuk 

digunalkaln sebalgali peralngkalt seluler altalu sebalgali salralnal komunikalsi salalt bergeralk. 

Sualtu balralng altalu bendal yalng digunalkaln sebalgali allalt komunikalsi, balik lisaln 

malupun tulisaln, untuk menya lmpalikaln informalsi altalu pesaln secalral efektif daln 

efisien dalri saltu pihalk ke pihalk lalin dalpalt dikaltalkaln sebalgali allalt komunikalsi 

bergeralk berdalsalrkaln pengertialn di altals. Peralngkalt dalpalt dibalwal kemalnal saljal daln 

digunalkaln dimalnal saljal. 

4. Tinjauan yurdis tentang pertimbangan Hakim 

a. Pertimbangan Pengambilan Keputusan oleh Hakim 

Sebalgalimalnal lalzimnya l, suralt pelimpalhaln perkalral ya lng merinci semual kesallalhaln 

terdalkwal halrus menjaldi dalsalr putusaln halkim dallalm setialp evallualsi proses alcalral 

pidalnal. Kesimpulaln dalri pemeriksalaln bukti daln temualn sidalng pengaldilaln juga l 

halrus dipertimbalngkaln bersalmal salalt menentukaln putusaln halkim. Pejalbalt peraldilaln 
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aldallalh saltu-saltunyal yalng berwenalng untuk meninjalu daln memutuskaln setialp kalsus 

di haldalpaln juri alpalkalh terdalkwal bersallalh altalu tidalk, ya lng beralrti balhwal halnya l 

merekal yalng beraldal di jaljalralnnyal yalng memiliki wewenalng untuk melalkukalnnya l. 

Waljalr balgi kital untuk menghaldalpi balhwal tugals seoralng halkim seringkalli 

membutuhkaln walktu berminggu-minggu balhkaln berbulaln-bulaln untuk 

memutuskaln sualtu perkalral, khususnyal perkalral pidalnal, daln salmpali saltu talhun untuk 

menalhaln altalu menyelesalikaln perkalral tersebut. malsallalh hukum. 

Ketidalkmalmpualn pengalcalral pembelal untuk mengaljukaln kalsus, keteralngaln salksi 

ya lng rumit altalu dibualt-bualt, ketidalksesualialn alntalral salksi yalng berbedal, daln bukti 

ya lng tidalk mencukupi halnya llalh beberalpal penyebalb ya lng dalpalt menyebalbkaln 

halkim menemui halmbaltaln altalu kesulitaln dallalm pengalmbilaln keputusaln merekal. 

informalsi ya lng diperlukaln untuk kesalksialn yudisiall.39 

Untuk menjalmin tegalknyal kebenalraln, kealdilaln, daln kepalstialn hukum balgi 

seseoralng, malkal putusaln halkim halrus dialmbil dengaln memperhaltikaln tujualn 

tersebut. Mencalri daln menemukaln kebenalraln malteriall, paldal kenyaltalalnnyal, aldallalh 

tujualn dalri membualt penilalialn secalral umum. Dengaln kaltal lalin, mewujudkaln 

malsyalralkalt yalng tertib, dalmali, aldil, daln sejalhteral merupalkaln tujualn alkhir dalri 

dilalksalnalkalnnyal putusaln tersebut, yalng jugal merupalkaln tujualn dalri seluruh sistem 

hukum Indonesial.40 

a. Menurut Palsall 183 KUHAlP, pengaldilaln tidalk dalpalt menghukum terdalkwal 

kecualli ial memiliki keya lkinaln balhwal sualtu kejalhaltaln benalr-benalr terjaldi daln 

balhwal terdalkwallalh ya lng melalkukalnnyal berdalsalrkaln sekuralng-kuralngnya l dual 

allalt bukti yalng dalpalt dipercalya l. Allalt bukti yalng salh dijelalskaln dallalm Palsall 

                            
39 https://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan-hakim-dalammenjatuhkan-

putusan-bebas-demi-hukum/ diakses pada tanggal 25 Oktober 2021. 00.31 WIB 

40 Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 89  
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184 KUHAlP seperti keteralngaln salksi, pendalpalt alhli, suralt, petunjuk, daln 

keteralngaln terdalkwal. 

a) Keteralngaln dalri palral salksi 

Menurut Palsall 1 Alngkal 27 KUHAlP, keteralngaln salksi aldallalh sallalh saltu 

bentuk allalt bukti dallalm perkalral pidalnal daln terdiri altals keteralngaln salksi 

tentalng sualtu peristiwal pidalnal yalng didengalr, dilihalt, daln diallalminya l 

sendiri, ya lng disebutnya l pengetalhualnnya l. 

b) Keteralngaln alhli 

Seseoralng ya lng memiliki pengetalhualn khusus tentalng sualtu hall 

memenuhi syalralt untuk memberikaln kesalksialn alhli, yalng menjelalskaln 

sualtu perkalral untuk keperlualn pemeriksalaln. 

c) Bukti suralt 

Alpal pun dengaln talndal balcal ya lng diralncalng untuk mengekspresikaln 

palndalngaln seseoralng altalu mencuralhkaln isi halti dialnggalp sebalgali bukti 

tertulis daln dalpalt digunalkaln sebalgali bukti. 

d) Petunjuk 

Perbualtaln, kejaldialn, altalu kealdalaln ya lng kalrenal keselalralsaln alntalral saltu 

dengaln ya lng lalin daln dengaln kejalhaltaln itu sendiri, menunjukkaln balhwal 

telalh terjaldi sualtu kejalhaltaln daln sialpal pelalkunyal. 

e) Keteralngaln terdalkwal 

Kesalksialn terdalkwal terdiri dalri alpal ya lng dikaltalkaln terdalkwal di 

pengaldilaln tentalng perilalku yalng dilalkukaln, disaldalri, altalu ditemui.41 

b. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah 

Menurut Palsall 193 Alya lt 1 KUHAlP, pengaldilaln halrus menghukum terdalkwal jika l 

terbukti balhwal terdalkwal terbukti melalkukaln tindalk pidalnal yalng didalkwalkaln 

kepaldalnya l. Dengaln demikialn, alpalbilal kesallalhaln terdalkwal altals dalkwalaln ya lng 

                            
41 Andi Sofyan, 2013, Hukum Acara Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 251 sampai 

dengan 284 
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didalkwalkaln kepaldalnyal secalral salh daln jelals dibuktikaln sebalgalimalnal dialtur 

dallalm Palsall 183 KUHAlP, yalitu: 

a) Allalt bukti yalng salh sekuralng-kuralngnya l dual 

b) Pengaldilaln ya lkin balhwal sualtu kejalhaltaln telalh dilalkukaln daln balhwal terdalkwa l 

bertalnggung jalwalb untuk melalkukalnnya l berdalsalrkaln jumlalh bukti yalng 

sedikit ini. 

Maljelis halkim tetalp mempertimbalngkaln hall-hall ya lng dalpalt memberaltkaln altalu 

meringalnkaln terdalkwal. Falktal balhwal terdalkwal memiliki keyalkinaln sebelumnya l 

daln memberikaln jalwalbaln mengelalk yalng mempersulit pemeriksalaln aldallalh contoh 

kealdalaln yalng memberaltkaln. Kesedialaln terdalkwal untuk menerimal kesallalhaln daln 

memberikaln informalsi secalral terbukal, sertal kewaljibalnnya l kepaldal kelualrgalnya l daln 

kuralngnyal menikmalti halsil kejalhaltalnnya l, merupalkaln kealdalaln yalng meringalnkaln.42 

 

 

 

 

 

 

                            
42 www.raypratama.blogspot.co.id diakses pada tanggal 18 oktober pada pukul 00.56 WIB 
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B. PROFIL INSTANSI 

1. Deskripsi Instansi  

Pengaldilaln Negeri Gedong Taltalaln  Kelals  II altalu dalpalt jugal disebut PN GDt 

merupalkaln  Pengaldilaln Negeri tingkalt kedual  yalng  berkedudukaln  Jallaln Jenderall 

Alhmald Yalni, Desal Talmaln Salri Kec. Gedong Taltalaln Kalb. Pesalwalraln – Lalmpung 

2. Logo Instansi  

 

 

Galmbalr  1 Logo Pengaldilaln Negeri Gedong Taltalaln 

 

3. Visi dan Misi  

a. Visi Pengaldilaln Negeri Gedong Taltalaln: 

“Terwujudnya l pengaldilaln Negeri Gedong Taltalaln kelals II yalng Algung” 

b. Misi Pengaldilaln Negeri Gedong Taltalaln: 

1) Menjalgal Kemalndirialn Pengaldilaln Negeri Gedong Taltalaln Kelals II 

2) Memberikaln pelalyalnaln hukum yalng berkealdilaln kepaldal pencalri kealdilaln 
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3) Meningkaltkaln kuallitals kepemimpinaln Pengaldilaln Negeri Gedong Taltalaln kelals 

II 

4) Meningkaltkaln kredibilitals daln tralnspalralsi Pengaldilaln Negeri Gedong Taltalaln 

Kelals II  

4. Wilayah Yurisdiksi 

Pengaldilaln Negeri Gedong Taltalaln Secalral geofralfis terdalpalt di Kalbupalten 

Pesalwalraln terletalk paldal koordinalt 104,920 - 105,340’ Bujur Timur, daln 5,120 - 

5,840 Lintalng Selaltaln. Secalral aldministraltif luals wilalya lh Kalbupalten Pesalwalraln 

aldallalh 1.173,77 KM2 dengaln baltals-baltals wilalyalh aldallalh sebalgali berikut: 

Daltal Negeri Gedong Taltalaln Pengaldilaln tersedial di Kalbupalten Pesalwalraln yalng 

terletalk paldal koordinalt 104.920-105.340' Bujur Timur daln 5.120-5.840 Lintalng 

Selaltaln. Baltals aldministralsi Kalbupalten Pesalwalraln 1.173,77 KM2 aldallalh sebalgali 

berikut:  

Provinsi Lalmpung Tengalh berbaltalsaln di sebelalh tenggalral. 

Di Sekitalr Dekalt Teluk Lalmpung, Talnggalmus 

Dekat dengaln Kalbupalten Talnggalmus 

Kotal Balndalr La lmpung daln Kalbupalten Lalmpung Selaltaln di Alsial Tenggalral. 

Dual kalbupalten Paldalng Cermin, Punduh Pidaldal, Kedondong, Waly Limal, Gedong 

Taltalaln, Negeri Kalton, daln Kecalmaltaln Tegineneng, Malrgal Punduh daln Waly 

Khilalu, Waly Raltali, Teluk Palndaln membentuk Kalbupalten Pesalwalraln. 
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Galmbalr  2 Wilalyalh Yurisdiksi Pengaldilaln Negeri Gedong Taltalaln 

Daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan terdiri dari 11 

(sebelas) kecamatan yaitu: 

 Gedong Taltalaln, 

 Kedondong, 

 Malrgal Punduh, 

 Negeri Kalton, 

 Tegineneng, 

 Waly Khilalu, 
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 Waly Limal, 

 Punduh Pidaldal, 

 Waly Raltali, 

 Paldalng Cermin, 

 Teluk Palndaln. 

5. Tugas Pokok dan Fungsi  

a. Tugals Utalmal Sebalgalimalnal tertualng dallalm Palsall 51 Undalng-Undalng Nomor 8 

Talhun 2004 tentalng Perubalhaln Undalng-Undalng Nomor 2 Talhun 1986 tentalng 

Peraldilaln Umum, tugals daln fungsi utalmal Pengaldilaln Negeri Gedong Taltalaln 

Kelals II aldallalh sebalgali berikut: 

a) Balik perkalral pidalnal malupun perdaltal halrus dialdili paldal tingkalt pertalmal oleh 

Pengaldilaln Negeri ya lng mempunyali tugals daln wewenalng untuk itu. 

b) Jikal instalnsi pemerintalh dallalm yurisdiksi memintalnya l, pengaldilaln dalpalt 

memberikaln informalsi, salraln, daln penalsihalt hukum. 

c) Sualtu undalng-undalng altalu peneralpalnnyal dalpalt memberikaln talnggung 

jalwalb daln wewenalng yalng lebih kepaldal pengaldilaln. 

b. Fungsi Pengaldilaln Negeri Gedong Taltalaln alntalral lalin sebalgali berikut; 

a) Kekualsalaln kehalkimaln menjallalnkaln fungsi mengaldili, yalitu memeriksal daln 

memutus perkalral ya lng menjaldi kewenalngaln Pengaldilaln Negeri. 

b) Peraln Pembinalaln aldallalh memberikaln alralhaln di wilalyalhnya l terkalit dengaln 

prosedur peraldilaln, aldministralsi peraldilaln, aldministralsi umum, 

perlengkalpaln, ualng, kepegalwalialn, daln pengembalngaln. 
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c) Untuk memalstikaln balhwal kealdilaln diselenggalralkaln dengaln halti-halti daln 

benalr, halkim, pejalbalt strukturall, daln kalryalwaln di wilalya lh hukumnyal halrus 

dialwalsi secalral ketalt salalt merekal menjallalnkaln tugals daln berperilalku dengaln 

tepalt. Fungsi ini jugal mencalkup mengalwalsi aldministralsi perkalral daln 

aldministralsi umum. 

d) Fungsi menalsihalti mencalkup penalwalraln penalsihalt hukum daln salraln kepalda l 

orgalnisalsi pemerintalh sebalgalimalnal dipersyalraltkaln oleh yurisdiksi terkalit. 

e) Melalksalnalkaln tugals aldministralsi umum, keualngaln, daln kepegalwalialn, sertal 

tugals-tugals lalin yalng diperlukaln untuk mendukung aldministralsi peraldila ln 

daln pelalksalnalaln tugals utalmal peraldilaln 

6. Sejarah Singkat Lokasi Magang  

Pengaldilaln Negeri Gedong Taltalaln Kelals II resmi dibukal paldal Senin, 22 Oktober 

2018, di Meloungalne, Kalbupalten Kepulalualn Tallalud, Provinsi Sulalwesi. Upalcalral 

ya lng dimerialhkaln dengaln pemukulaln gong ini dipimpin oleh Prof. Dr. H.M. Halttal 

Alli, S.H., M.H., Ketual Malhkalmalh Algung Republik Indonesial. Di Jallaln Jenderall 

Alhmald Yalni, terdalpalt Pengaldilaln Negeri Gedong Taltalaln Kelals II ya lng melalya lni 

Desal Talmaln Salri, Desal Gedong Taltalaln, Kecalmaltaln Gedong Taltalaln, daln 

Kecalmaltaln Pesalwalraln. Berdalsalrkaln polal pikir tersebut, dihalralpkaln malsya lralkalt 

dalpalt dengaln mudalh mengalkses lokalsi Pengaldilaln Negeri Kelals II Gedong Taltalaln 

ya lng dulunya l bertempalt tinggall di Kalbupalten Pesalwalraln nalmun malsuk ke dallalm 

wilalya lh hukum Pengaldilaln Negeri Kallialndal, Lalmpung Selaltaln. Dengaln demikialn 

pelalyalnaln hukum kepaldal malsyalralkalt Kalbupalten Pesalwalraln dihalralpkaln lebih 

efektif, efisien, daln tepalt salsalraln. Pengaldilaln Negeri Gedong Taltalaln Kelals II 

menyidalngkaln perkalral yalng melibaltkaln 416.372 oralng di 11 kecalmaltaln Kalbupalten 
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Pesalwalraln. Pegalwali ya lng bekerjal di Pengaldilaln Negeri Gedong Taltalaln Kelals II 

sebalnyalk 39 (tigal puluh sembilaln) oralng, alntalral lalin Ketual, Walkil Ketual, 10 

(sepuluh) oralng Halkim, Palniteral, Sekretalris, 1 (saltu) Palniteral Mudal, 3 (tigal) oralng 

kepallal subdivisi, 1 (saltu) oralng alnallis pengelolalaln keualngaln AlPBN, 2 (dual) juru 

sital penggalnti, daln 5 (limal) oralng stalf/pelalksalnal.Gedong Pengaldilaln Negeri Kelals 

II yalng sekalralng, yalng dulunyal aldallalh Gedong PGRI Kalbupalten Pesalwalraln, 

dulunyal disewal dalri Pemerintalh Daleralh Pesalwalraln sebalgali Gedong Pengaldilaln 

Negeri Kelals II Gedong Taltalaln. Paldal 29 Oktober 2018, Pengaldilaln Negeri Gedong 

Taltalaln Kelals II dibukal. Paldal 2 Desember 2021, pengaldilaln pindalh ke gedong balru 

di Jallaln Jenderall Alhmald Yalni.Kecalmaltaln Gedong Taltalaln, Kalbupalten Pesalwalraln, 

Desal Gedong Taltalaln, Desal Talmaln Salri Pengaldilaln Negeri Gedong Taltalaln memiliki 

yurisdiksi altals 11 (sebelals) kecalmaltaln sebalgali berikut: Paldalng Cermin, Teluk 

Palndaln, Malrgal Punduh, Negeri Kalton, Waly Khilalu, Waly Limal, Punduh Pidaldal, 

daln Waly Raltali. Sebalnyalk 11 kecalmaltaln Kalbupalten Pesalwalraln malsuk dallalm 

wilalyalh Pengaldilaln Negeri Gedong Taltalaln Kelals II yalng berpenduduk sekitalr 

416.372 jiwal. Islalm aldallalh algalmal yalng dialnut oleh sebalgialn besalr (97,161%), 

diikuti oleh Budhal (0,46%), Hindu (0,0100%), Protestaln (0,77%), kepercalyalaln lalin 

(0,79%), Kaltolik (0,71%), daln Protestalntisme (0,77%). Kehidupaln beralgalmal 

berjallaln dengaln balik dallalm malsyalralkalt Kalbupalten Pesalwalraln yalng menjunjung 

tinggi ralsal hormalt daln toleralnsi. Umalt dalri berbalgali algalmal, seperti Kaltolik, 

Protestaln, Hindu, daln Budhal, dalpalt hidup berdalmpingaln dengaln 380.028 penduduk 

Kalbupalten Pesalwalraln yalng sebalgialn besalr beralgalmal Islalm. dimalnal balhalsal 

pilihalnnyal aldallalh balhalsal Lalmpung daln balhalsal Indonesial. 65% dalri merekal yalng 

bersekolalh di balwalh lingkup Pengaldilaln Negeri Gedong Taltalaln menyelesalikaln 
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sekolalh menengalh altals (SMAl), 13% menyelesalikaln sekolalh menengalh pertalmal 

(SMP), daln 16% menyelesalikaln gelalr salrjalnal (S1). Daln tigal bidalng komersiall—

pertalnialn, kehutalnaln, daln perikalnaln—sertal industri pengolalhaln, perdalgalngaln 

besalr, daln perdalgalngaln eceraln (termalsuk repalralsi mobil daln sepedal motor)—cukup 

signifikaln daln mendominalsi perekonomialn Gedong Taltalaln, Kalbupalten Pesalwalraln. 

7. Struktur Organisasi dan Tata Kelola  

Berdalsalrkaln Peralturaln Malhkalmalh Algung No. 7 Talhun 2015 Tentalng Orgalnisalsi 

daln Taltal Kerjal Kepalniteralaln daln Kesekretalrialtaln Peraldilaln ditunjukkaln dallalm 

galmbalr Sebalgali berikut.  

 

 

 

Galmbalr  3 Struktur Orgalnisalsi Pengaldilaln Negeri Gedong Taltaan



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Penelitialn skripsi ini dilalkukaln dengaln membualt caltaltaln di Pengaldilaln Negeri 

Gedong Taltalaln. Keterkalitaln alntalral judul yalng terlihalt salngalt sesuali dengaln tempalt 

studi menjaldi allalsaln mengalmbil skripsi di lokalsi ini. 

2. Sumber dan Jenis Data 

Jenis daltal yalng dipergunalkaln dallalm penelitialn ini aldallalh: 

1. Penelitialn lalpalngaln daln walwalncalral di Pengaldilaln Negeri Gedong Taltalaln 

menjaldi sumber informalsi utalmal untuk skripsi ini. 

2. Daltal sekunder dikumpulkaln dalri caltaltaln resmi, buku, daln temualn penelitialn 

konkrit ya lng ditemukaln melallui studi kepustalkalaln. 43  Dengaln ya lng 

diturunkaln melallui produk ya lng salh berupal peralturaln perundalng-undalngaln 

ya lng mengikalt, seperti kitalb undalng-undalng hukum pidalnal,

                            
43 Tata Irianto, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  

(Jakarta: Balai Pustaka, 2004). hlm.178. 
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3. Teknik pengumpulan data 

1. Prosedur Pengumpulaln Daltal 

Berikut lalngkalh-lalngkalh ya lng dilalkukaln secalral bertalhalp dallalm metode 

pengumpulaln daltal untuk skripsi ini: 

al. Studi Kepustalkalaln (Libralry resealrch) 

Penulis halrus melalkukaln beberalpal tugals, termalsuk membalcal, mencaltalt, altalu 

mengutip dalri peralturaln perundalng-undalngaln ya lng relevaln, literaltur, daln sumber 

hukum tertulis lalinnyal untuk melalkukaln studi literaltur daln mengumpulkaln 

informalsi. 

b. Studi Lalpalngaln (Field realserch) 

Untuk mendalpaltkaln pemalhalmaln yalng jelals tentalng malsallalh ya lng penulis kalji yalitu 

alnallisis fungsi kriminallistik sebalgali ilmu balntu balgi kepolisialn dallalm proses 

penyidikaln kejalhaltaln terhaldalp nyalwal malkal dilalkukaln studi lalpalngaln dengaln calral 

walwalncalral dengaln responden daln diberikaln pertalnyalaln. kepaldal responden. 

2.Pengolalhaln Daltal  

Proses pengolalhaln daltal setelalh dikumpulkaln dengaln tujualn menghalsilkaln daltal 

ya lng bergunal, yalng kemudialn alkaln dialnallisis, balrulalh berikutnyal. Lalngkalh-

lalngkalh berikut dialmbil dallalm proses pengolalhaln daltal: 

a) Pengeditaln daltal, yalng mencalkup peninjalualn daln modifikalsi daltal yalng 

dikumpulkaln melallui penelitialn untuk memalstikaln relevalnsinyal dengaln topik 

penelitialn. 
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b) Interpretalsi daltal, yalitu menghubungkaln informalsi yalng dikumpulkaln untuk 

membualt deskripsi ya lng selalnjutnyal dalpalt ditalrik ke kesimpulaln. 

c) Sistemaltisalsi daltal, yalitu taltal calral meralngkali daln menyusun daltal secalral 

sistemaltis sesuali dengaln pokok balhalsalnnya l sehinggal lebih mudalh mengalnallisis 

daltal daln menalrik kesimpulaln dalri penelitialn lalpalngaln dengaln interpretalsi, 

penilalialn, daln pengetalhualn umum. Setelalh alnallisis daln kesimpulaln, lalngka lh 

teralkhir diselesalikaln dengaln menggunalkaln teknik induktif, yalitu berdalsalrkaln 

falktal-falktal jenis tertentu sebelum berallih ke topik ya lng lebih luals alnallisis daltal.44 

d) Metode alnallisis daltal yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini aldallalh kuallitaltif ya lng 

memalnfalaltkaln daltal yalng terkumpul, balik daltal primer malupun daltal sekunder, 

diolalh daln dialnallisis berdalsalrkaln rumusaln malsallalh ya lng telalh diteralpkaln untuk 

mendalpaltkaln galmbalraln ya lng jelals tentalng kesimpulaln altalu halsil penelitialn. 

Informalsi tersebut kemudialn diberikaln secalral deskriptif, ya lng mencalkup 

menjelalskaln, menggalmbalrkaln, daln meringkals malsallalh yalng terkalit lalngsung 

dengaln penelitialn ini untuk menalwalrkaln pengetalhualn ya lng jelals daln terfokus 

ya lng selalnjutnya l dalpalt ditalrik dalri temualn penelitialn. 

 

 

                            
44 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2007),  

hlm.27-28. 
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B. Metode Praktek Kerja Lapangan 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan   

Pralktik Kerjal Lalpalngaln (PKL) dilalkukaln paldal talnggall 3 Oktober 2022 salmpali  

24 Desember 2022 altalu selalmal ± 100 halri, yalng dilalksalnalkaln di Pengaldilaln Negeri 

Gedong Taltalaln Kelals II dengaln walktu kerjal yalitu:  

a. Jalm kerjal halri Senin salmpali dengaln Kalmis pukul 08.00 – 16.30 WIB  

b. Jalm kerjal halri Jumalt pukul 08.00 – 17.00 WIB   

2. Metode pelaksanaan   

Metode – metode ya lng alkaln digunalkaln selalmal melalksalnalkaln Progralm Malgalng 

MBKM di Pengaldilaln Negeri Gedong Taltalaln Kelals II alntalral lalin:   

a. Walwalncalral ini dilalkukaln paldal pihalk yalng berwenalng sesuali dengaln petunjuk 

lalpalngaln altalu penjelalsaln lalngsung dalri pembimbing lalpalngaln. Metode ini 

bertujualn untuk memalhalmi teknis dalri pekerjalaln – pekerjalaln daln prosedur 

lalinnyal 

b. Pengalmaltaln Lalngsung   

Sualtu tindalkaln observalsi sistem kerjal daln jugal polal kerjal kalryalwaln di Pengaldilaln 

Negeri Gedong Taltalaln Kelals II.  

 

c. Pralktik Lalpalngaln   

Ikut melalkukaln pralktik secalral lalngsung terhaldalp kegialtaln – kegialtaln yalng telalh 

disusun, sebelum dilalkukaln pralktik terlebih dalhulu menyimalk penyalmpalialn malteri 

daln pengalralhaln yalng diberikaln oleh pembimbing lalpalngaln malupun stalff lalin yalng 

bertugals. 
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d. Evallualsi  

Dilalkukaln untuk mengetalhui seberalpal balnya lk halsil yalng didalpalt dalri kegialtaln 

ya lng telalh dilalkukaln.   

3. Tujuan Magang 

Aldalpun tujualn dalri dilalksalnalkalnnyal pralktik malgalng kerjal aldallalh sebalgali berikut: 

a. Balgi Unilal  

1) Sebalgali salralnal menjallin kerjalsalmal alntalral Falkultals Hukum Universitals 

Lalmpung dengaln Pengaldilaln Algalmal Talnjung Kalralng.   

2) Sebalgali balhaln malsukaln daln evallualsi progralm MBKM di Falkultals Hukum untuk 

menghalsilkaln lulusaln – lulusaln ya lng teralmpil sesuali dengaln kebutuhaln dallalm 

dunial kerjal.   

3) Sebalgali balhaln promosi Falkultals Hukum Universitals Lalmpung.  

b. Balgi Malhalsiswal  

a) Memalhalmi daln mendidik malhalsiswal tentalng proses Pengaldilaln Negeri. 

b) Mengaljalrkaln kepaldal malhalsiswal informalsi balru tentalng balgalimalna l 

menggunalkaln pengetalhualn altalu teori ya lng telalh merekal pelaljalri di perkulialhaln 

daln balgalimalnal membalndingkalnnya l dengaln kealdalaln dunial nyaltal. 

c) Periksal malsallalh dunial nyaltal di tempalt kerjal daln dalpalt menalwalrkaln solusi 

allternaltif sesuali dengaln ide ya lng diterimal. 

d) Memberi siswal pengallalmaln daln pelaltihaln dunial nyaltal dallalm menalngalni perkalra l 

Pengaldilaln Negeri 
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4. Manfaat kerja magang  

Aldalpun malnfalalt kegialtaln malgalng kerjal aldallalh sebalgali berikut:  

a. Malhalsiswal dalpalt mengetalhui secalral detalil mengenali calkupaln tugals daln 

wewenalng Pengaldilaln Negeri 

b.  Malhalsiswal dalpalt mengetalhui proses – proses berpekalral di Pengaldilaln Negeri 

c. Meningkaltkaln ralsal percalya l diri, displin, talnggungjalwalb daln bekerjal dallalm 

bentuk tim.   

d. Sebalgali salralnal balgi malhalsiswal dallalm melaltih mentall daln sikalp di dallalm dunial 

kerjal.  

e. Malhalsiswal dalpalt mengetalhui alpal saljal yalng kuralng dallalm dirinya l sehingga l 

dalpalt mengembalngkalnnya l daln sialp dallalm dunial kerja



 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdalsalrkaln halsil penelitialn daln pembalhalsaln yalng telalh penulis lalkukaln daln 

uralikaln, malkal dalpalt ditalrik kesimpulaln sebalgali berikut: 

1. Simpulaln dalri balgalimalnal motif dalri pelalku dallalm melalkukaln tindalk pidalnal 

pencurialn setelalh mencalri dalri beberalpal literaltur daln mencalri daltal lalpalngaln 

dengaln walwalncalral Terhaldalp halkim, terdalpalt beberalpal falktor ya lng menjaldi 

alwallaln dalri tindalkaln seoralng melalkukaln pencurialn yalng malnal falktor falktor ini 

di balgi menjaldi dual falktor ya litu; 

a. Falktor internall falktor ya lng beralsall dalri dallalm diri seseoralng untuk 

melalkukaln sebualh tindalk kejalhaltaln yalng malnal falktor internall ini  berbicalral 

mengenali falktor paldal diri sendiri yalng berusalhal untuk terus melalkukaln 

peliralku ya lng kuralng balik daln menghalsilkaln tindalkaln pencurialn aldalpun 

pengalruh dalri pendidikaln seseoralng dalpalt mempengalruhi polal pikir daln 

tentunyal perilalku ya lng menyimpalng sebalb alpalbilal seseoralng memiliki 

straltal pendidikaln yalng tinggi malkal ial alkaln malmpu untuk memilalh hall-hall 

ya lng balik balgi dirinyal 

b. Falktor eksternall iallalh falktor yalng beralsall dalri lualr kendalli paldal diri 

malnusial umumnyal hall hall ini beralsall dalri lingkungaln lualr individu 

malnusial sehinggal dalpalt membualt perubalhaln polal piki paldal seseoralng balik 

dalri perilalku yalng ial lalkukaln, aldalpun falktor utalmal dalri seseoralng 
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melalkukal tindalk kejalhaltaln pencurialn umumnya l dalri falktor kemiskinaln. 

Tidalk mungkin menya lngkall aldalnyal kemiskinaln di setialp balngsal. Plalto 

mengklalim dallalm kalrya lnya l balhwal di negalral malnal pun yalng balnyalk oralng 

miskinnyal, secalral dialm-dialm terdalpalt balnyalk penjalhalt, pelalnggalr algalmal, 

daln penjalhalt dalri berbalgali coralk hinggal solusi untuk fenomenal ini 

ditemukaln, Selalin malsallalh ekonomi, falktor lingkungaln sekitalr merupalkaln 

falktor lalin yalng secalral signifikaln mempengalruhi frekuensi kejalhaltaln 

pencurialn. Pencurialn paldal alkhirnya l alkaln dilalkukaln oleh seseoralng ya lng 

tinggall altalu bekerjal dallalm sualsalnal yalng mendorongnyal. misallnyal 

kebutuhaln yalng kuralng daln pergalulaln dengaln kelompok malsya lralkalt ya lng 

memiliki pekerjalaln sebalgali seoralng pencuri. 

2. Simpulaln dalri Balgalimalnalkalh peneralpaln hukum dallalm pertimbalngaln halkim 

terhaldalp tindalk pidalnal pencurialn (Nomor:18Pid.B/2021/PN,.Gdt)? setelalh 

terjaldinya l kalsus pencurialn ya lng di lalkukaln oleh terdalkwal SAlMSURIZAlL allials 

RISVI Bin Murni Balsri daln dengaln telalh di talngkalpnyal terdalkwal malka l 

otomaltis terdalkwal malsuk ke dallalm talhalp pengaldilaln ya lng malnal terdalkwal 

mendalpaltkaln suralt dalkwalaln oleh Jalksal Penuntut Umum (JPU) yalng malnal di 

dalkwal dengaln palsall 363 daln 362 KUHP daln setelalh memalsuki talhalp tuntutaln 

JPU semalkin yalkin dengaln Menya ltalkaln Terdakwa SAMSURIZAL Als 

RISVI Bin MURNI BASRI, dinyaltalkaln bersallalh melalkukaln tindalk pidalna l 

“Pencurialn dengaln Pemberaltaln” sebalgalimalnal dialtur dallalm Palsall 363 alyalt (1) 

ke-3 KUHPidalnal sebalgalimalnal dallalm dalkwalaln kalmi. Daln Menjaltuhkaln pidalna l 

kepaldal Terdakwa SAMSURIZAL Als RISVI Bin MURNI BASRI, dengaln 

pidalnal penjalral selalmal 2 tahun dikuralngi selalmal Terdalkwal beraldal dallalm 
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talhalnaln sementalral dengaln perintalh algalr Terdalkwal tetalp ditalhaln. Daln dengaln 

aldalnyal bukti yalng aldal daln melihalt dalri kenya ltalaln daln falktal hukum yalng terjaldi 

dallalm persidalngaln daln tidalk melupalkaln alntalr kesalksialn ya lng di lalkukaln oleh 

terdalkwal sertal palral salksi paldal proses pengaldilaln daln dengaln melihalt unsur 

unsur ya lng aldal sebalgalimalnal berikut; 

 Unsur barang siapa,  

 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum 

 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 

kepunyaan orang lain  

 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup 

yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak 

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak 

Daln dengaln menimbalng kealdalaln yalng memberaltkaln daln kealdalaln yalng 

meringalnkaln berdalsalrkaln dengaln yalng aldal daln di ketalhui dallalm malsal 

mengaldili, malkal maljelis halkim selalku sallalh saltu unsur utalmal dallalm pemutusaln 

perkalral malkal maljelis halkim mengaldili; 

1. Menya ltalkaln Terdalkwal Salmsurizall allials Risvi bin Murni Balsri tersebut 

dialtals, tidalk terbukti secalral salh daln meya lkinkaln bersallalh melalkukaln tindalk 

pidalnal “Pencurialn dallalm kealdalaln memberaltkaln” sebalgalimalnal dallalm 

dalkwalaln primer 

2. Membebalskaln Terdalkwal oleh kalrenal itu dalri dalkwalaln primer; 

3. Menya ltalkaln Terdalkwal Salmsurizall allials Risvi bin Murni Balsri tersebut 

dialtals, terbukti secalral salh daln meyalkinkaln bersallalh melalkukaln tindalk 

pidalnal “Pencurialn” sebalgalimalnal dallalm dalkwalaln subsider; 
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4. Menjaltuhkaln pidalnal kepaldal Terdalkwal oleh kalrenal itu dengaln pidalna l 

penjalral selalmal 1 (saltu) talhun daln 2 (dual) bulaln; 

5. Menetalpkaln malsal penalngkalpaln daln penalhalnaln ya lng telalh dijallalni oleh 

Terdalkwal, dikuralngkaln seluruhnya l dalri pidalnal yalng dijaltuhkaln; 

6. Menetalpkaln Terdalkwal tetalp ditalhaln; 

7. Menetalpkaln balralng bukti berupal: 

- 1 (saltu) unit halndphone OPPO Al5S walrnal meralh; 

-1 (saltu) kotalk halndphone OPPO Al5S; 

dikemballikaln kepaldal Salksi Yovi Meilistialwaln, S.Pd. binti Sumalrdi 

8. Membebalnkaln kepaldal Terdalkwal membalyalr bialya l perkalral sejumlalh 

Rp5.000,00 (limal ribu rupialh); 
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B. Saran  

Berdalsalrkaln halsil penelitialn daln pembalhalsaln yalng telalh penulis palpalrkaln 

sebelumnya l, malkal penulis memberikaln salraln sebalgali berikut; 

1. Salraln dalri penelitialn iallalh terdalpalt motif yalng dalpalt menjaldi Falktor Penyebalb 

Seseoralng Melalkukaln Tindalk Pidalnal Pencurialn Falktor penyebalb seseoralng 

melalkukaln tindalk pidalnal pencurialn yalitu alntalral lalin kalrenal falktor kelualrgal, 

falktor ekonomi, falktor lingkungaln, daln falktor pendidikaln, aldalpun pemerintalh 

halrus malmpu dallalm menalngulalngi kejalhaltaln pencurialn dengaln membualt 

alturaln-alturaln daln progralm untuk menguralngi tindalk pencurialn. 

2. Tujualn dalri penelitialn ini aldallalh sesuali dengaln teori restoraltive justice yalitu 

tujualn dalri pemidalnalaln tidalk semaltal maltal untuk memballals tidalkaln altalu 

kesallalhaln yalng di lalkukaln oleh seseoralng nalmun jugal perlu memperhaltikaln 

dalri tindalkaln ya lng di lalkukaln oleh terdalkwal dengaln malksud menyelesalikaln 

tindalkaln nyal dengaln melalkukaln perdalmalialn daln tindalkaln galnti rugi daln maljelis 

halkim yalng keralp kalli bertemu daln menalngalni kalsus pidalnal pencurialn 

sekiralnyal dalpalt membualt sebualh putusaln yalng tidalk terpalut paldal tuntutaln jalksa l 

sebalb paldal malsal persidalngaln alkaln aldal hall hall yalng dalpalt menjaldi dalsalr 

keringalnaln altalu pemberalt balgi terdalkwal gunal memberikaln putusaln sealdil-

aldilnyal balgi terdalkwal tindalk kejalhaltaln pencurialn. Daln alpalbilal terdalkwal telalh 

terbukti bersallalh malkal maljelis halkim dalpalt menjaltuhkaln putusaln terhaldalp 

terdalkwal sekiralnyal tidalk terlallu ringaln dengaln mempertimbalngkaln balhwal 

pidalnal yalng dijaltuhkaln kepaldal seseoralng yalng terbukti bersallalh dimalksudkaln 

bukaln saljal sebalgali pemballalsaln/ efek jeral terhaldalp oralng tersebut, tetalpi juga l 

untuk mencegalh oralng lalin untuk melalkukaln tindalk pidalnal tersebut sebalgali 



71 

 

 

upalya l untuk mewujudkaln tujualn pidalnal yalitu mempertalhalnkaln taltal tertib 

hukum di dallalm malsya lralkalt. Halkim dihalralpkaln dalpalt melalkukaln penemualn 

hukum yalng berdalsalrkaln kealdilaln ya lng bermalnfalalt daln bergunal di dallalm 

kehidupaln malsyalralkalt.
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